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MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian

berusaha dalam pelaksanaan pemberian wilayah izin usaha

pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha

milik negara dan badan usaha milik daerah serta menjamin

iklim usaha yang kondusif, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara;

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  

8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6186); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 
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13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian 

Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan 

pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 528); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 

TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, 

PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Wilayah Perizinan, dan Pelaporan pada 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) 

sebagaimana diubah  dengan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian 

Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 528) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (4) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat 

(5) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan 

ayat (4b) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur 

Jenderal menyusun usulan rencana penetapan 

WIUP dan/atau WIUPK yang memuat: 

a. lokasi; 

b. luas dan batas; 

c. harga kompensasi data informasi; dan 

d. informasi penggunaan lahan. 

(2) Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan 

gubernur dan instansi terkait dalam rangka 

permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK. 

(3) Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan 

lahan dan karakteristik budaya masyarakat 

berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung 

lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP 

Batubara, dan/atau WIUPK.  

(4) Gubernur dalam memberikan rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota.  

(4a) Bupati/wali kota memberikan rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka 

waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 

permintaan rekomendasi. 

(4b) Apabila bupati/wali kota dalam jangka waktu paling 

lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) 

dianggap menyetujui penetapan WIUP dan/atau 

WIUPK. 
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(5) Rekomendasi oleh instansi terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai 

pemanfaatan lahan pada WIUP dan/atau WIUPK 

yang akan ditetapkan. 

(6) Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan 

penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri 

dengan melampirkan: 

a. koordinat WIUP dan/atau WIUPK;

b. peta WIUP dan/atau WIUPK;

c. harga kompensasi data informasi; dan

d. informasi penggunaan lahan.

(7) Koordinat dan peta WIUP dan/atau WIUPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai 

dengan format yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal atas nama Menteri. 

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan ayat 

(1a) dan ayat (1b), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) 
disisipkan ayat (2a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 27 

(1) Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD 

dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK 

mineral logam dan/atau WIUPK batubara. 

(1a) Penawaran kepada BUMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur atau 

bupati/wali kota untuk menunjuk BUMD. 

(1b) BUMN dan BUMD dapat mengikutsertakan Badan 

Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari 

dalam negeri sebagai mitra dalam proses penawaran 

secara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral 

logam dan/atau WIUPK batubara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
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(2) BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan 

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan 

finansial. 

(2a) Dalam hal BUMN dan BUMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a) mengikutsertakan mitra,  

mitra harus memenuhi persyaratan administratif, 

teknis, dan finansial. 

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah 

daerah provinsi atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan 

ditawarkan berada. 

 

3. Ketentuan ayat (2) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat 

(5) Pasal 28 disisipkan ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga 

Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

(1) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 

(satu) BUMN yang berminat dan memenuhi 

persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada 

BUMN. 

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan 

surat penunjukan langsung sekaligus perintah 

kepada BUMN untuk memberikan penyertaan 

saham kepada badan usaha milik daerah paling 

sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan 

BUMN dapat: 

a. membentuk Badan Usaha baru sebagai 

perusahaan patungan (joint venture) dalam 

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari kalender sejak menerima surat 

penunjukan langsung; atau 
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b. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam 

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 

kalender sejak menerima surat penunjukan 

langsung.  

(3) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), BUMN harus berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan 

diusahakan berada. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyertaan 

saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah 

daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan 

saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:  

a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk 

oleh pemerintah daerah provinsi; dan 

b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk  

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 

(4a) Penyertaan saham BUMN dalam Badan Usaha baru 

sebagai perusahaan patungan (joint venture) atau  

Badan Usaha afiliasi BUMN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling sedikit 51% (lima puluh satu 

persen). 

(4b) BUMN dapat menawarkan penyertaan saham dalam 

Badan usaha  baru sebagai perusahaan patungan 

(joint venture) atau  Badan Usaha afiliasi BUMN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan 

Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari 

dalam negeri. 

(5) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 

(satu) BUMD yang berminat dan memenuhi 

persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada 

BUMD. 
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(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan 

surat penunjukan langsung sekaligus 

pemberitahuan kepada BUMD bahwa dalam 

mengusahakan WIUPK, BUMD dapat: 

a. langsung menggunakan BUMD; atau 

b. membentuk Badan Usaha baru sebagai 

perusahaan patungan (joint venture) dalam 

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari kalender sejak menerima surat 

penunjukan langsung. 

(7) Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam 

BUMD atau Badan Usaha baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) paling banyak 49% (empat 

puluh sembilan persen).  

 

4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48, disisipkan ayat 

(3a) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 48 

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian meliputi kegiatan: 

a. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan 

b. Pengangkutan dan Penjualan. 

(2) Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: 

a. Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral logam; 

b. pengolahan mineral bukan logam; 

c. pengolahan batuan; atau 

d. pengolahan batubara. 

(3) Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

Pengangkutan dan Penjualan produk hasil 

Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(3a)  Izin pengolahan batuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c dapat berupa pengolahan lebih 

dari 1 (satu) jenis batuan. 
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(4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga 

puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun setiap kali 

perpanjangan.  

(5) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), pemegang IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian harus mengajukan permohonan kepada 

Menteri atau gubernur sesuai dengan 

kewenangannya paling cepat 5 (lima) tahun dan 

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya 

jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian. 

 

5. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 65 

Pemegang IUP atau IUPK dilarang: 

a. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri 

sebelum melakukan Pengolahan dan/atau 

Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil 

Penambangan sendiri; 

c. melakukan kegiatan pencampuran batubara 

(blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi 

Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin 

Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur 

Jenderal atau gubernur sesuai dengan 

kewenangannya; 

d. melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian dari 

hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin 

Pertambangan Rakyat, atau IUPK; 
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e. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya 

yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan 

dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 

tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama 

Menteri; 

f. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi 

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau 

pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk  

pengangkutan dan penjualan, dan IUJP; 

g. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas 

tambangnya kepada pihak lain; 

h. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, 

Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB 

Tahunan IUP Eksplorasi disetujui; 

i. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, 

Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta 

Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan 

Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP 

Operasi Produksi disetujui; 

j. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada 

tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

k. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain 

tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

l. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan 

saham BUMN dan/atau BUMD pada Badan Usaha 

pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima 

puluh satu persen) bagi IUPK yang dimiliki BUMN 

dan/atau BUMD. 

 

6. Ketentuan Pasal 102 dihapus. 
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7. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 103 

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 diberikan dengan ketentuan:  

a. perpanjangan pertama diberikan dengan jangka 

waktu: 

1. sesuai sisa jangka waktu kontrak karya 

mineral logam; dan 

2. sesuai jangka waktu perpanjangan 

pertama selama 10 (sepuluh) tahun.  

b. dapat diberikan perpanjangan kedua selama 10 

(sepuluh) tahun. 

(2) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh 

persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

8. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) 

pasal yakni Pasal 110A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 110A 

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan 

usaha pertambangan Mineral dan Batubara serta 

menjamin iklim usaha yang kondusif, Menteri dapat 

menetapkan ketentuan lain bagi pemegang IUPK Operasi 

Produksi sebagai kelanjutan operasi dari KK atau PKP2B, 

dengan mempertimbangkan: 

a. skala investasi; 

b. karakteristik operasi;  

c. jumlah produksi; dan/atau 

d. daya dukung lingkungan. 
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1592

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN-ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL

f^BIRO HUKUM,

Ol

o>

10

ASROFI

51981031002


